Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KEPEGAWALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA NANUSTA

JI. Skb Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan
Telp. (0768) 22050 - Fax (0768) 22830
TEMBILAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 06/ T /BKPSDM - 2022
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu tahap dalam
proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir, perlu dilakukan Penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan
wewenang untuk menetapkan Pejabat Pembuat
Komitmen;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Indragiri Hilir tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022,

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri
Hilir, dengan mengubah Undang-undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor, 49 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 70 Tahun 2021

Tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Indragiri Hilir (Berita Daerah Daerah Kabupaten Indragiri

Hilir Tahun 2021 Nomor 70);

13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.
1083/XI11/HK-2021 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun

Anggaran 2022,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah
sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini :

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA memiliki tugas untuk :

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);

. menetapkan rancangan kontrak;

. menetapkan HPS;

. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada penyedia;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

. menetapkan tim pendukung;

. menetapkan tim atau tenaga ahli;
melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

. mengendalikan kontrak;

. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA;

m.menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada

PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
n.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan
o. menilai kinerja penyedia.

KEEMPAT : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium
sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan
2glgtli(ran kegiatan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang

rlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020,

tandli= ' - B o Q0
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KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 6 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN/SUMBER DAYA MANUSIA
p‘P TEN-INDRAGIRI HILIR,
c(’ -: /' \

Y a

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.

3. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Inhil di Tembilahan.
4, Yang Bersangkutan.
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN NEPEGAWATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA NANUSTA

JI. Skb Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan
Telp. (0768) 22050 - Fax (0768) 22830
TEMBILAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts.- / * /BKPSDM-2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN(PPTK)
DAN PEMBANTU PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN KEGIATAN (PPAKK)
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir, perlu
menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Indragiri Hilir.

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati
Indragiri Hilir Nomor : 39 Tahun 2021 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.
1087/X11/HK-2021 tentang Penugasan Pejabat
Fungsional sebagai Koordinator dan Sub Koordinator
pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir, Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan Kegiatan/Sub kegiatan menetapkan
Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Ahli
Muda pada SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengelola Administrasi
Keuangan Kegiatan (PPAKK) selaku Pegawai Negeri Sipil
yang bertugas membantu Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK).

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Indragiri Hilir tentang Penetapan Perubahan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu
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Pengelola Adminintranl Keunngan Keglatan (PPAKK) dl

Lingkungan Dadan Kepegawalan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusin Knbupaten Indragird Hilir Tahun
2022,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965  tentang

Pembentukan Kabupaten Daernh Tingkat I Indragiri
Hilir, dengan mengubah Undang-undang  Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam  Lingkungan Propinsl  Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor, 49 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tuhun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah  beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor
13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6
tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022;

12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 70 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Indragiri Hilir (Berita Daerah Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 70 );

13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.
1083/XII/HK-2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran
Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri
Hilir Tahun 2022.

KEDUA . Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan
ini.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pegawai
Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau dengan

sebutan Pembantu Pengelola administrasi dan Keuangan
Kegiatan (PPAKK) bertugas :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan,

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.
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d. menyusun  jadwal pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

e. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;

f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/aub
kegiatan kepada PA/KPA;

g. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan;

h. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
ketentuan perundang-undangan; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

2. Pegawai Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
atau dengan sebutan Pembantu Pengelola Administrasi
Keuangan Kegiatan (PPAKK) bertugas membantu Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan dalam mengendalikan
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, membuat laporan
perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan
mempersiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

KEEMPAT : Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan
(PPAKK) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
diberikan honorarium sebagaimana telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran Kegiatan/Sub  kegiatan yang
bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Indaragiri Hilir Tahun Anggaran
2022.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.
22/I1X/BKPSDM-2022 tentang Penetapan Perubahan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu
Pengelola administrasi keuangan kegiatan (PPAKK) di
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal, ' Oktober 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANU
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Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kab. Inhil di Tembilahan

2. Kepala BKAD Kab.Inhil Tembilahan

3. Kabag Pembangunan Setda Kab. Inhil di Tembilahan
4, Yang Bersangkutan.
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Lampiran : Keputusan Kepala Bedan Kepegawania daa Peagembangaa

Sumber Duya Manusia Kabupates ladngiri Hilir
Nomer :Kpts. BKPSDM-2022
Tanggal: Ck 2022

PENETAPAN PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS XEGIATAN (PPTK)

DAN FEMBANTU PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN KEGIATAN (PPAKK)

DI LINGKUNGAY BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAEUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022
PENBANTU PENGILOLA
EAMA / XIP KEGIATAN SUB KEGIATAN ADMINISTRASI KECANGAN KETERAJGAN
KEGIATAN (PPAKK)
2 [}

| 1. |ErRas s KOM
! NIP. 1S740€1% 200501 1 004

2. Administrasi Kevangan Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2 Evaluasi Kinegja Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

L. JANTIKA HARDINI, S 1P

1. JANTIKA HARDINI, S 1P

IDiberi Honor selama 10 Busan

(Diberi Honor selama 10 Buisan

| 2 |INDRA SAKTL, SE

|
{ NIP 157109C3 195309 1 001

3. Administrasi Kepegawaian Ferangkat Deerah

1. Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan L

Tuszas

Dipindai dengan CamScanner

| 3 . S.KOM
,w NIP. 13740819 200501 1 004

2. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

L. BUDI SURONO, S.Kam

Diberi Honor selama 6 Bulen

4 FITA DESMAFINL SE

NIP 15721220 198303 2 005

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6. Penyelenggarsan Rapat Koordinasi dan Konsuhasi SKPD

S Pengadaan Baraag Mil:k Daerah Penunjang

Urusan Pemeninwah Daerah

1. Pengadaan Kendarman Dinas Operasional atau Lapangan



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

RAMA / NIP

PEJABAT PELAKSANA TEXNTS KEQLATAN

SUB KEGIATAN

ADMINISTRASI KEUANGAN
XEGIATAN (PPAKK)

3

4

e

. Peryredhiaan Jasa Penugpang Urusan Pemerinmhan

Daerah

. Pemeliharaan Barang Milik Dacmah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

W = P -

Penysdiaan Jasa Surat Menyurat

Penysdiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penysdiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penysdisan Pemeliharaan, Biaya Pemelibarman, Pajak,

dan Perisinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemelharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

HERMANTO, S, Pm
NP 19720403 200501 1 009

. Pengadaan, Pemberhertian dan Informasi Kepegawaian

1. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN

»

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Peng=lolaan Data Kepegawaian

Evaluasi Data, Informasi dan Sistem [nformasi Kepegawauan

1. BUDI SURONO, 8.Kom

1. KHAIRUL FITRI
1.NURFIZA, S.Sos

1. EFFROZA RIAUNITA, SE

6 |INDRA SAKTI, SE 1. Fasiltasi Lembaga Profesi ASN 1. EFFROZA RIAUNITA, SE 'Subkoordinator Subsiansi
NP 19710903 198309 1 001 Fasilitasi Profesi ASN pada
Bidang Pengadaan,,
Pemberhentian, Data dan
Fasilitasl Profesi ASN BKPSDM|
Kab. Inhil Diberi Honor 10
Bulan.
7. |DANU HAERUDIN, SE . Mutasi dan Promosi ASN 1. Pengelolaan Mutasi ASN 1. R RINA APRIANA, SE Sub Subs

NIP. 19810128 20C701 1 002

2. RAHMAT UTAMA, SE

8. |NILA SUDARMA DEW], SIF, M.Si

NIP. 19870511 201102 2 001

2.

Pengtlolaan Kenaikan Pangkat ASN

1. SAMSUL HADI
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PEMBANRTU FPENGELOLA

no RAMA / mr PREJABAT PELAKBANA TEXNIS KEGIATAN BUB KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAR KEETERANGAN
KROIATAN (PPAKK)
\ 2 —— _ a 4 [ ¢
QBRI MUNIAN, B Ay 10 Pevgmmlmigmn Komjstenai AN Penihyhatan Kapasitas Kinerja ASN 1. MAULINA BAWITHKI, 8 P, M.8i | Subibannd bomtor
NIF 1979406 201001 2 018 2. AGUS AIRI MUJAMAN, 8 Kom |Pengrmimigsn Kaser dan
Promosd pescda Bilang Mutast
. Pengslolaan Pendidikan Lanjatan ABN 1. ROZA FADLINA, 8.7 Aun) Promeost BKISOM Kab.
2. ANMAD ERDIANSYAH, AMA  |lnhil. Dibert Monor 10 Buban,
10 |My Kk JUMIATL, BE 11, Penilaian dan Evaluas Kinerje Apamiur . Bub Kegintan Pelaksanaan Ponilaian dan Evaluasi Kinerja REZKI BAPUTRA, 8, Kom Sbinadinnm St
NIP 19731020 199208 2 002 Aparatur Periilaian, Evalissi, Disiplin
. Pengeblaan Pamberian Penghargaan Dagi Pegawai YUYU INDAH WIGUNARL, 8 Pei |18 Prrghiang Aparstus
paria (1hbarig Pengrmtangen
. Pengsblaan Penyslesaian Pelanggaran Disiplin ABN MOND. ARIF RAMADHANI, 8 | <oumietensl, Prnilale Kinera
dann Pesigh sargaan Aparatur
Dibert Horwe 10 Bulan.
11 |EKA RETNANING PUJL ASTUTY 12, Pengembangan Kom petenai Teknis . Penyelnggaraan Pengembargan Kompetensi Teknis Umum, |DAMHURI Subkoord knator Bubmtans|
NIF 19811014 200801 2 013 Inti, dan Pilihan Bagi Jabaten Administrasi Penyslenggara Diklat Trknis Fungsional das
Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Dasrah Penunjang, Penigem bangan . Kompetoneé
dan Urusan Pemerintahan Umum Rﬁ.ﬁ."-r‘v!._lﬂ..bi E.l.....__
|dun  Peragheargaan  Aparatur
Dibert Homwr 10 Bulan.
12 |DEDI ELVIYAN, BE 13, Bertifikasi, Kelombagmr, Pongembangan Kompetansi . Penyelanggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan 1. DAMHURI Sublkword bnator Substansi]
NIP 19800301 201001 1 018 Manajerial dan Fungsorsl Daarah, Jubatan Pimpinan Tinggi, Jabstan Fungsienal 2. ERIYANTO PUTRA

Kepemimpinan dan Prajabatan

Didclaat Pegyjenyanigan i
Sertifilomi pesila Bidar:
; i daan|
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